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Abstract—This study aims to quantify the level of readiness 

the local government in accepting the transfer tax on land and 
buildings (PBB) from the center to the regions by using a 
framework approach stope (strategy, technology, organization, 
people, environment) to analyze five major domains, 15 sub -
domain (issues), and 59 sub-sub-domains (factor). The final 
results of this study, using a 4 point scale issued by the Centre 
for International Development / CID (Harvard Cyber Law). 
The results of the data analysis showed that the government 
Gunungkidul is ranked 3 (ready) on a scale of 4 to accept the 
transfer of the PBB. Of the five domains, the domain strategy 
and organization was ranked 4 (very prepared) for the transfer 
of the United Nations. While the technology domains, people, 
and environment is ranked 3 (ready) on a scale of 4 to the 
divert of PBB. 
 

Intisari—Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat 
kesiapan (readiness) pemerintah daerah dalam menerima 
pengalihan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) dari pusat ke 
daerah  dengan menggunakan pendekatan framework STOPE 
(strategy, technology, organization, people, environment) 
dengan menganalisis 5 domain utama, 15 sub-domain (isu), dan 
59 sub-sub-domain (factor). Hasil akhir penelitian ini, 
menggunakan skala 4 titik yang dikeluarkan oleh Centre for 
International Development / CID (Harvard Cyber Law). Hasil 
analisis data menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten 
Gunungkidul berada pada peringkat 3 (siap) pada skala 4 
untuk menerima pengalihan PBB. Dari kelima domain, domain 
strategy dan organization berada pada peringkat 4 (sangat 
siap) untuk pengalihan PBB. Sedangkan domain technology, 
people, dan environment berada pada peringkat 3 (siap) pada 
skala  4 untuk pengalihan PBB.  
 
Kata kunci—Pengalihan, PBB, kesiapan, e-government, 
readiness, CID, Framework STOPE.  

I.  PENDAHULUAN  

Telah terjadi perubahan paradigma dalam pemerintah 
daerah yang semula lebih beriorientasi sentralistik menjadi 
desentralistik dan menjalankan otonomi seluas-luasnya 
setelah diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 
Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian 
diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu aspek 
penting kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yakni 
meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas 
layanan publik [1]. 

Menurut (Indrajit,2001), untuk meningkatkan kualitas 
layanan kepada publik, organisasi pemerintahan daerah perlu 
mengoptimalkan implementasi e-government [2]. E-
government sendiri telah menjadi isu nyata di era dengan 

teknologi digital (internet) sejak 1996 [3].   
Pengertian e-government pada umumnya mengacu pada 

penggunaan TIK oleh pemerintah (seperti LAN, WAN, 
internet, intranet, dan mobile computing) dalam rangka 
pertukaran informasi dan penyediaan layanan kepada warga, 
bisnis/swasta dan publik secara umum, serta pihak-pihak 
lainnya [4]. E-government memiliki kemampuan untuk 
mentransformasi hubungan antara warga, swasta dan 
pemerintah lainnya [2]. 

Menurut (Wijaya dan Surendro, 2006), transformasi 
bentuk layanan pemerintah menuju e-government 
memerlukan kondisi atau keadaan tertentu (pre-condition) 
yang mendukung terwujudnya capaian e-government 
tersebut. Pre-condition ini dapat diartikan sebagai kesiapan 
(readiness) dan perlu diukur baik dari sisi penyedia maupun 
pengguna layanan untuk mengetahui peluang keberhasilan 
implementasi e-government pada organisasi pemerintah 
terkait [5]. 

Dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan, para 
peneliti menggunakan metode dan pendekatan penilaian 
kesiapan yang berbeda-beda sesuai dengan objek yang 
diteliti dan tujuan yang ingin dicapai. Peneliti yang ingin 
melakukan penelitian tentang kesiapan perlu cermat dalam 
memilih metode yang tepat untuk penelitiannya, sesuai 
dengan objek penelitian dan target hasil yang diinginkan. 
Dengan ketepatan metode yang digunakan, hasil penelitian 
benar-benar akan menggambarkan kesiapan objek yang 
diteliti dan membuahkan rekomendasi yang tepat bagi 
pengembangannya. Namun demikian, kesiapan tersebut 
idealnya diukur secara berkala agar dapat diketahui 
kelemahan sekaligus solusi untuk membenahinya [6]. 

Salah satu bentuk otonomi daerah dan wujud tekad 
pemerintah daerah dalam mengimplementasikan e-
government adalah penerimaan pengalihan PBB (Pajak 
Bumi, dan Bangunan) dari pusat ke daerah.  Karena mulai 
per 1 Januari 2014, PBB P2 (sektor perdesaan dan 
perkotaan) menjadi wewenang pemerintah daerah, 
pemerintah pusat tidak akan melakukan campur tangan lagi. 
Untuk itu, keberhasilan dalam melakukan penerimaan 
pengalihan PBB sangat ditentukan oleh kesiapan pemerintah 
daerah, baik itu strategi, infrastrukur, SDM, maupun 
organisasinya. 

Penelitian untuk menganalisis kesiapan pemerintah daerah 
dalam menerima pengalihan PBB ini penting dilakukan, 
karena selain dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan 
Asli Daerah), juga meningkatkan pelayanan publik secara 
maksimal. Penelitian ini dilakukan di pemerintah daerah 
Kabupaten Gunungkidul karena merupakan salah satu 
pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan PBB 
secara mandiri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan framework STOPE 
(strategy, technology, organization, people, and 
environment), dengan menganalisis 5 domain utama, 15 sub-
domain (isu), dan 59 sub-sub-domain (faktor). 

Framework STOPE dipilih karena memiliki domain- 
domain yang merupakan integrasi dari berbagai faktor yang 
pernah dipakai pada berbagai penelitian untuk mengukur 
kesiapan [7]. Framework tersebut juga telah dikembangkan 
dan dipakai untuk mengevaluasi berbagai permasalahan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti 
perencanaan e-government dan e-business ( [8], [9] ) 
maupun manajemen keamanan informasi [10]. Bahkan 
menurut Al-Oshaimi dkk (2006), framework STOPE 
memiliki pengembangan model analisa matematis yang 
memungkinkan dilakukan penilaian e- readiness dan 
pembandingan tingkat pengaruhnya terhadap nilai e-
readiness sekaligus pada tiga level yang berbeda (domain, 
sub-domain, dan sub-sub-domain) [11].    

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang 
dirumuskan adalah bagaimanakah tingkat kesiapan 
pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menerima 
pengalihan PBB menggunakan pendekatan framework 
STOPE? 

B. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan bagaimana menggunakan 
pendekatan Framework  STOPE untuk  kesiapan pemerintah 
daerah Kabupaten Gunungkidul dalam proses pengalihan 
PBB. Beberapa isu utama yang menjadi tujuan peneliti yaitu: 

1)  Menganalisis tingkat kesiapan pemerintah daerah 
Kabupaten Gunungkidul dalam proses pengalihan PBB. 

2)  Menggunakan pendekatan framework STOPE untuk 
mengukur  kesiapan pemerintah daerah dalam menerima 
pengalihan PBB. 

3)  Mengidentifikasi pengaruh domain-domain pada 
framework STOPE terhadap implementasi pengalihan PBB. 

II. METODOLOGI 

A. Bahan dan Alat 

Bahan penelitian yang dipakai pada penelitian ini berasal 
dari data primer dan data sekunder.   

1)  Data primer: Berupa hasil isian kuesioner dengan 
responden yang dipilih dengan kriteria tertentu. Data tersebut 
akan dipakai sebagai data utama untuk analisis kesiapan 
pengalihan PBB.  

2)  Data sekunder: Berupa literatur dan dokumen legal 
formal yang berkaitan dengan e-government dan proses 
pengalihan PBB dari pemerintah pusat ke daerah khusunya 

di Kabupaten Gunungkidul. Data sekunder ini berfungsi 
sebagai data pendukung.  

Responden dalam penelitian ini adalah PNS Kabupaten 
Gunungkidul di DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan, dan Aset Daerah) dan beberapa PNS yang terlibat 
dalam tim khusus pengalihan PBB. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti 
dijelaskan berikut ini.  

1)  Instrumen penelitian: berupa kuesioner yang diadopsi 
dari instrumen yang dikembangkan oleh Al-Oshaimi [7]. 

2)  Sebuah laptop: dengan spesifikasi yang cukup untuk 
melakukan analisis statistik menggunakan perangkat lunak 
MS Excel pada sistem operasi Windows 8. 

B. Cara Penelitian 

Cara penelitian ini meliputi tahapan pemodifikasian alat 
analisis kesiapan PBB, penyusunan indikator kesiapan, 
penyusunan instrumen penelitian, survei dan pengumpulan 
data lapangan, analisis dan pengolahan data, serta penilaian 
dan pemeringkatan keisapan  pengalihan PBB.  

1)  Modifikasi Framework STOPE untuk Kesiapan PBB: 
Framework STOPE dimodifikasi terutama pada bagian sub-
domain/isu dan sub-sub- domain/faktor sehingga dapat 
digunakan dalam penelitian ini. Beberapa item 
dimodifikasi/dieliminasi karena tidak sesuai dengan kondisi 
lapangan di pemerintah Kabupaten Gunungkidul.  

2)  Penyusunan Indikator Kesiapan PBB: Setelah 
dimodifikasi/dieliminasi item-item yang tidak sesuai, 
masing-masing domain (pada level faktor) diberikan 
indikator kesiapan pelaksanaan pemungutan PBB. Masing-
masing indikator merupakan gambaran tingkat kesiapan 
pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menerima 
pengalihan PBB. 

3)  Penyusunan Instrumen Pengambilan Data: 
Penyusunan instrumen pengambilan data berupa kuesioner 
mengacu pada indikator yang telah disusun pada langkah 
sebelumnya. Kuesioner ditujukan untuk mendapatkan nilai 
importance (pembobotan) sub-sub-domain, sub-domain, dan 
domain; serta measure (analisis) sub-sub-domain 
berdasarkan framework STOPE. Kuesioner pada penelitian 
ini akan dibagi menjadi dua kelompok, kuesioner fakta dan 
kuesioner persepsi. Kuesioner fakta bertujuan menggali 
informasi tentang keadaan sesungguhnya kesiapan 
pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul untuk 
pengalihan PBB. Sedangkan kuesioner persepsi bertujuan 
untuk mengetahui persepsi responden terhadap tingkat 
kepentingan (importance) item pertanyaan. Kuesioner akan 
dibuat untuk masing-masing level, domain utama, sub-
domain, dan sub-sub-domain.  
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a. Instrumen level domain utama berisi satu jenis penilaian, 
yakni importance of domains/pembobotan domain 
(kuesioner I). 

b. Instrumen level sub-domain berisi satu jenis penilaian, 
yakni importance of issues/pembobotan isu (kuesioner 
II).  

c. Instrumen level sub-sub-domain berisi dua jenis 
penilaian, yakni analisis faktor (measure/M) dan 
importance of factors/pembobotan faktor (kuesioner III). 

4)  Survei dan Pengumpulan Data : Survei dan 
pengumpulan data dilakukan di lokasi objek penelitian 
menggunakan instrumen yang telah disusun. Hasilnya 
berupa data mentah jawaban kuesioner oleh para responden 
penelitian. 

5)  Analisa dan Pengolahan Data : Analisa dan 
pengolahan data dijadikan landasan untuk memberikan 
penilaian dan pemeringkatan kesiapan PBB pada objek 
penelitian. Nilai importance (pembobotan) dan measure 
(evaluasi) diolah menggunakan persamaan matematis yang 
telah tersedia pada framework STOPE untuk menghasilkan 
nilai kesiapan PBB sub-sub-domain, sub-domain, domain, 
dan organisasi pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Nilai 
keisapan tersebut dipakai untuk melakukan pemeringkatan 
kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam 
pengalihan PBB. 

6)  Penilaian dan Pemeringkatan Kesiapan PBB : 
Pemeringkatan kesiapan PBB dilakukan dengan mengacu 
pada pemeringkatan readiness skala 4 titik yang dikeluarkan 
oleh Centre for International Development/CID (Harvard 
Cyber Law). Skala terendah adalah 1 yang menggambarkan 
kondisi belum siap (not ready), skala 2 menggambarkan 
kondisi cukup siap (almost ready), skala 3 menggambarkan 
kondisi siap (ready), dan skala tertinggi adalah 4 yang 
menggambarkan kondisi sangat siap (completely ready) 
objek yang dinilai. Pemeringkatan dilakukan pada level sub-
domain, domain, dan framework STOPE. Nilai 
pemeringkatan pada level framework merupakan nilai 
kesiapan pemerintah kabupaten Gunungkidul dalam 
pengalihan PBB. 

III.  FRAMEWORK STOPE 

Penelitian mengenai kesiapan (readiness) telah dilakukan 
oleh berbagai peneliti. Berbagai peneliti telah melakukan 
analisis kesiapan di sektor pemerintahan dengan berbagai 
metode dan pendekatan, karena kesiapan (readiness) sangat 
menentukan kesuksesan implementasi e-government dan 
pencapaian sasarannya.  

Salah satunya adalah Bui et. al.  yang mengajukan sebuah 
framework untuk menganalisis e-readiness nasional suatu 
bangsa, dengan 8 faktor dan 52 kriteria pengukuran yang 
mereka sarikan dari berbagai metode terdahulu tentang 
pengukuran serupa [9]. 

Selanjutnya penelitian readiness telah  dilakukan oleh 
(Wahyudi,2008) bertujuan untuk menelaah dan menilai 
bagaimana TIK telah digunakan para lembaga-lembaga yang 

terkait dengan penyelenggaraan layanan DIY learning 
gateway. Dalam penelitiannya Wahyudi menggunakan 
model penilaian CID Hardvard.  

Penelitiannya difokuskan pada tiga kategori yaitu network 
acess, networked learning, dan networked society.  Dalam 
penelitiannya didapatkan hasil bahwa level penilaian e-
readiness belum ada yang mencapai stage (tingkat) 4 sebagai 
nilai tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan layanan DIY learning gateway di provinsi 
DIY masih ”belum siap” untuk setiap kategori dan indikator 
model penelitian yang digunakan. [13] 

Isu readiness ini tidak hanya mengacu pada pengukuran 
skala negara. Berbagai penelitian juga telah dilakukan untuk 
mengukur readiness level individu (SDM), seperti yang 
dilakukan oleh (So, 2005)  terhadap guru-guru SD dan SMP 
di Hongkong.  

Penelitiannya yang menggunakan pendekatan model 
Chapnick bertujuan untuk mengukur sejauh mana readiness 
para guru terhadap implementasi e-learning di sekolah [14].  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Vosloo dkk, 2004), 
penelitian dilakukan untuk menilai e-readiness organisasi 
non-profit (NPO) yang ada di Western Cape, Afrika Selatan.  

Dalam melakukan penelitiannya, mereka menggunakan 
metode real access to ICT yang dikeluarkan oleh bridge.org 
untuk mengetahui hambatan terbesar dalam adopsi TIK dan 
sejauh mana lokasi geografis mempengaruhi tingkat e-
readiness organisasi disana. Dari penelitian tersebut 
disimpulkan bahwa lokasi geografis sangat berpengaruh 
pada tingkat akses terhadap TIK, bahkan menjadi hambatan 
terbesar dalam pengembangan TIK pada organisasi non-
profit disana [15]. 

Penelitian oleh (Al-Oshaimi, 2007) dengan menggunakan 
pendekatan framework STOPE (strategy, technology, 
organization, people, and environment) dalam penelitiannya 
pada 3 bidang organisasi yang berbeda (pemerintahan, 
perbankan, dan swasta).  

Ia melakukan penilaian dengan menganalisis 5 domain , 
17 sub-domain (isu), dan 146 sub-sub-domain (faktor) 
berdasarkan framework STOPE. Dari penelitian tersebut 
dapat diketahui tingkat e-readiness masing-masing 
organisasi yang diteliti serta kekuatan dan kelemahan setiap 
organsisai terkait dengan pemanfaatan TIK [7].  

Dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan, para 
peneliti menggunakan metode dan pendekatan penilaian 
kesiapan (readiness) yang berbeda-beda sesuai dengan objek 
yang diteliti dan tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitiannya.  

Peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang analisis 
kesiapan (readiness) perlu cermat dalam memilih metode 
yang tepat untuk penelitiannya, sesuai dengan objek 
penelitian dan target hasil penelitian yang ingin dicapai. 
Dengan ketepatan metode yang digunakan, hasil penelitian 
benar-benar akan menggambaran readiness objek yang 
diteliti dan menghasilkan masukan yang tepat bagi 
pengembangannya. 
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IV.  PEMBAHASAN 

A. Pengalihan PBB di Kabupaten Gunungkidul 

Melihat rangkaian pengalihan PBB (Pajak Bumi dan 
Bangunan), pendaerahan PBB membutuhan persiapan yang 
matang yaitu berupa penyusunan Peraturan daerah (Perda). 
Perda pemungutan PBB harus mengacu pada Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain persiapan tentang 
Perda, pemerintah daerah juga  harus menyiapkan: 

1)  Sumber Daya Manusia 

2)  Struktur organisasi dan tata kerja 

3)  Sarana dan prasarana 

4)  Pembukaan rekening penerimaan 

5)  Kerja sama dengan pihak-pihak terkait 
(notaris/PPAT,Bank Sehat, BPN,dll). 

 
Berikut ini adalah sarana dan prasara yang harus 

dipersiapkan oleh pemerintah daerah sebagai persiapan 
pengalihan PBB [17]: 

 

Gbr. 1 Kebutuhan Sarpras di Pemerintah Daerah 

Untuk melakukan penerimaan pengalihan PBB tersebut 
diperlukan persiapan yang matang harus dilakukan oleh 
pemeritah daerah Kabupaten Gunungkidul meliputi strategi, 
infrastruktur, peraturan, pembiayaan, dan personil. 
Infrastruktur yang harus dipersiapkan meliputi perangkat 
lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak merupakan 
sistem aplikasi yang selama ini telah dioperasikan oleh 
Direktorat Jederal Pajak dalam mengelola PBB.  

Di bidang peraturan, harus dipersiapkan peraturan daerah 
yang berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan PBB, 
Kabupaten Gunungkidul sudah mempunyai Perda yang 
mengatur tentang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan yaitu 
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012. 

Dan yang penting adalah kesiapan personil (SDM) yang 
menangani PBB, karena pada proses administrasi dan 
pengelolaan PBB P2 ini tentu diperlukan sumber daya 
manusia (SDM) yang mumpuni. Pemerintah daerah 
Kabupaten Gunungkidul harus menyiapkan personil yang 

bertugas sebagai pendata atau surveyor, penilai (valuer), 
operator console dan operator data entry, administrasi 
pemungutan, pemungut, penagih/juru sita, pendistribusi 
SPPT, dan lain-lain.  Sampai saat ini pemerintah daerah 
Kabupaten Gunungkidul sudah  mempersiapkan SDM yang 
menguasai: 

1)  Sistem administrasi PBB (pendataan, penilaian, 
penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan 
pelayanan), 

2)  Kebijakan/peraturan dan SOP pelayanan, 

3)  Peningkatan keahlian Sumber Daya Manusia 
(Aparatur) melalui pelatihan, 

4)  Sistem manajemen informasi objek pajak. 

 
Selain kesiapan dari sisi sarana prasarana (infrastruktur 

TIK), peraturan yang berupa Perda dan SDM yang 
mumpuni, Struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten 
Gunungkidul juga perlu dipersiapkan, dan pola tata kerja 
yang ada sudah disiapkan. Hal ini didukung oleh Peraturan 
Bupati Nomor 82 tahun 2011, adanya evaluasi kelembagaan, 
meenjadikan bidang pendapatan menjadi 2 bidang yaitu 
Bidang Pendapatan dan Pengembangan Pendapatan, serta 
Bidang Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah dalam 
rangka mendukung pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas 
DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, pemerintah daerah 
Kabupaten Gunungkidul juga sudah melakukan pembukaan 
rekening baru dalam rangka penerimaan PBB, selain itu juga 
sudah melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, 
seperti Bank, notaris/PPAT, BPN, dan KPP Pratama 
Kabupaten Gunungkidul. Sehingga pemerintah daerah 
Kabupaten Gunungkidul berharap proses pengalihan PBB 
dapat berjalan lancar dan masyarakat menerima manfaat 
yang optimal dari pengalihan tersebut. 

B. Pendekatan Framework STOPE 

Banyak metode, pendekatan maupun framework yang 
dibuat dan diusulkan untuk menganalisis kesiapan. Salah 
satunya adalah pendekatan framework STOPE yang akan 
digunakan pada penelitian ini.  Kerangka STOPE (strategy, 
technology, organization, people, and environment) 
merupakan pengemb 
ertinggi yang menggambarkan kondisi sangat siap 
(complately ready), dengan rentang persentase 75% – 100 %.   

C. Hasil Penelitian 

Kuesioner disebarkan kepada 58 orang respoden dalam 
bentuk hardcopy, dan kuesioner yang kembali adalah 
sejumlah 50 responden. Penyebaran kuesioner dilengkapi 
dengan wawancara untuk melengkapi dan mempertajam data 
hasil kuesioner. Wawancara yang mengacu pada butir-butir 
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pertanyaan pada kuesioner dilaksanakan kepada beberapa 
orang pejabat, yaitu Kepala Dinas DPPKAD, Sekretaris 
Dinas DPPKAD, Kepala Bidang Pendataan dan 
Pengembangan Pendapatan, dan Kepala Bidang Pelayanan 
dan Penagihan Pajak Daerah. 

TABEL I 
 DESKRIPSI PENYEBARAN RESPONDEN 

Variabel Pengukur Jumlah Persentase 
Jenis Kelamin Laki-laki 33 66% 

Perempuan 17 34% 
Usia (dalam 
tahun) 

23 s.d 30  5 10% 
31 s.d 40  12 24% 
41 s.d 50  17 34% 
>50tahun 16 32% 

Pendidikan  D3 13 26% 
S1 28 56% 
S2 9 18% 
S3 0 0% 

Masa kerja 0 s.d 2  2 4% 
2 s.d 5  10 20% 
5 s.d 10  18 36% 
>10tahun 20 40% 

Frekuensi 
pemakaian 
komputer di 
kantor 

0 s.d 2 jam 14 28% 
2 s.d 5 jam 26 52% 
>5jam 10 20% 

Pernah ikut 
diklat/sosialiasi 

Ya 20 40% 
Tidak 30 60% 

 
Berdasarkan karakteristrik responden yang tersaji pada 

Tabel I, dapat diketahui bahwa:  

1)  Dari 50 responden,  ternyata sebagian besar responden 
adalah laki-laki sebanyak 33 responden (66%), sedangkan 
perempuan sebesar 34%. 

2)  Mayoritas responden berusia antara 41 s.d 50 tahun 
sebesar 34%.  Jika dibuat klasifikasi berdasarkan (Morris 
dan Venkatesh, 2000) dimana usia 40 tahun ke bawah 
termasuk golongan muda dan di atas 40 tahun termasuk 
golongan tua maka sebanyak 33 responden (66%) termasuk 
golongan tua dan 17 responden (34%) masuk golongan muda 
[18]. 

3)  Tingkat pendidikan responden lumayan tinggi, 
sebagian besar adalah S1 yaitu sebanyak 28 responden 
(56%) dan S2 sebanyak 9 orang (18%). 

4)  Paling banyak responden memiliki masa kerja lebih 
dari 10 tahun yaitu sebanyak 20 responden (40%) dan 
disusul dengan masa kerja antara 5-10 tahun sebanyak 18 
responden (36%). 

5)  Dari 50 responden ternyata frekuensi pemakaian 
komputer di kantor mayoritas berkisar antara 2-5 jam yaitu 
sebanyak 26 responden (52%).  Sedangkan pemakaian 
komputer di kantor yang lebih dari 5 jam hanya berjumlah 
10 responden (20%).  

6)  Mayoritas belum pernah mengikuti pelatihan/diklat 
mengenai pengalihan PBB yaitu sejumlah 30 responden 
(60%). Setelah ditelusuri lebih lanjut, ada beberapa catatan 
di kuesioner yang menuliskan belum pernah mengikuti 
pelatihan/diklat, tetapi hanya belajar dari e-learning dan 
buku tentang pengalihan PBB.  

Penilaian dan Pemeringkatan pada kelima domain untuk 
kesiapan pengalihan PBB di pemerintah daerah Kabupaten 
Gunungkidul dapat diilustrasikan seperti pada Tabel II dan 
Gbr. 2. 

TABEL II   
PEMERINGKATAN KESIAPAN PADA DOMAIN UTAMA  

No Sub-Domain 
Persentase 
(%) 

Ranking 
(Skala 4) Ket 

1 Strategy 75,25 4 sangat siap 
2 Technology 55 3 siap 
3 Organization 76,25 4 sangat siap 
4 People 61,75 3 siap 
5 Environment 64,25 3 siap 

STOPE 66,5 3 siap 

 
Dari Tabel II, hanya dua domain yaitu domain strategy 

dan domain Organization yang memiliki nilai kesiapan 
pengalihan PBB 4 (sangat siap) pada skala 4. Sisanya 
domain Technology, Peoplȩ dan Environment  hanya  
memiliki nilai kesiapan PBB 3 (siap) pada skala 4. 

Gbr. 2 Grafik Radar Kesiapan PBB Level Domain 

 
Dari Gbr. 2 diketahui bahwa domain organization 

memiliki nilai tertinggi sebesar 76,25 %, disusul dengan 
domain strategy yaitu 75,25%, lalu domain environment, dan 
domain people. Domain Technology memiliki nilai terendah 
sebesar 55%.. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah 
Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki kekuatan utama 
pada sisi Domain Organization, kekuatan pendukung pada  
ketiga domain  lainnya seperti Strategy, Environment, dan 
People. Sedangkan domain technology menjadi kelemahan, 
dan harus diperhatikan menjelang pelaksanaan pengalihan 
PBB per 1 Januari 2014. 

Selanjutnya berdasarkan hasil pengolahan data diketahui 
secara berurutan nilai relative weight (pembulatan ke atas) 
kelima domain pada framework STOPE secara berurutan 
dari besar ke kecil adalah domain organization dan 
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technology masing-masing sebesar 0,21, kemudian domain 
strategy dan people  sebesar 0,20 dan yang terkecil adalah 
domain environment sebesar 0,19. Dari sini dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Domain Technology dan Organization 
memiliki pengaruh lebih besar, disusul oleh domain strategy 
dan people, serta Domain Environment yang mempunyai 
pengaruh paling kecil. Namun demikian, kelima domain 
utama ini tetap harus diperhatikan dan menjadi acuan dalam 
proses pengalihan PBB, tidak boleh mengabaikan salah satu 
domain karena bisa menjadi penghambat dalam proses 
pengalihan PBB.  

V. KESIMPULAN 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal 
antara lain : 

1)  Pendekatan Framework STOPE yang digunakan untuk 
kesiapan pengalihan PBB adalah dengan menganalisis 5 
domain, 15 sub-domain, dan 59 sub-sub-domain (faktor). 

2)  Dari kelima domain, domain Strategy dan 
Organization berada pada peringkat sangat siap (4) pada 
skala 4 untuk proses pengalihan PBB. Sedangkan dari sisi 
domain Technology, People, dan Environmnet hanya berada 
pada peringkat siap (3) pada skala 4 untuk pengalihan PBB. 

3)  Secara keseluruhan, pemerintah daerah Kabupaten 
Gunungkidul berada pada peringkat siap (3) pada skala 4 
untuk penerimaan pengalihan PBB dari pemerintah pusat.  
Namun, ada beberapa hal yang harus dibenahi pada level 
sub-domain dan sub-sub-domain supaya peringkat kesiapan 
dapat ditingkatkan sampai pada peringkat sangat siap (4). 

SARAN 

Saran bagi peneliti selanjutnya : 
1. Melakukan penelitian tentang pengalihan PBB di 

pemerintah daerah lain yang belum mengimple-
mentasikannya, bisa dengan menggunakan framework 
STOPE atau metode dan framework lain sehingga bisa 
dijadikan perbandingan dan memperkaya hasil penelitian 
mengenai kesiapan pengalihan PBB. 

2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan 
PBB sebagai pajak daerah, sejauh mana tingkat 
keberhasilannya jika diliat dari tolok ukur pengingkatan 
PAD (Pendapatan Asli Daerah). 

3. Melakukan penelitian dengan memfokuskan tema pada 
salah satu domain maupun sub-domain sehingga dapat 
memperoleh hasil penelitian yang lebih detail dan 
lengkap.  Misal salah satu tema penelitian yang dapat 
dipilih adalah tema tentang domain teknologi, dengan 
peningkatan  ICT Awareness untuk kesiapan pengalihan 
PBB. 
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